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GUBERNUR	 LAMPUNG 
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR: G/ lft /B.III/HK/2014 

TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 

GUBERNUR LAMPUNG, 

• 
Menimbang bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan 

Daerah Pravinsi Larnpung yang dibentuk pada tahun 2013 dan 
tahun 2014, maka dalam rangka efektifitas dan tertib 
pelaksanaan peraturan daerah tersebut perlu menetapkan 
Keputusan Gubernur Lampung tentang pelaksanaan Peraturan 
Daerah Provinsi Lampung dimaksud; 

. 
Mengingat 1.	 Undang-Undang Namar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana teleh beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

3.	 Peraturan Pemerintah Namar 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

• 
4. Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerin tahan antara Pemerintah, 
Pemerin tahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaterr/Kota: 

5.	 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

6.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

6.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi 
Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Pravinsi Lampung Nornor 2 
Tahun 2014; 

7.	 Peraturan Daerah Pravinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH PROVINSI LAMPUNG. 
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KESATU 

KEDUA 

• 
KETIGA 

KEEMPAT 

• 

Menunjuk dan menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tersebut pacta lajur 3 
(tiga] sebagai pengeloJa dan penanggungjawab pelaksanaan 
Peraturan Daerah Provinai Lampung tereeb'ut pacta lajur 2 (dua) 
Lampiran Keputusan ini. 

Dalam rangka pelak.sanaan Peraturan Daerah, Satuan KeIja 
Perangkat Daerah sebagaimana dirnaksud pada Diktum Kesatu 
mempunyai kewajiban sebagai berikut: 

a.	 menyusun produk hukum balk berupa Peraturan Gubernur 
dan atau Keputusan Gubernur sebagai penjabaran dan atau 
petunjuk teknis Peraturan Daerah dimaksud; 

b.	 mensoeialisasikan Peraturan Daerah dimaksud khususnya 
kepada subjek Peraturan Daerah; 

c	 menyiapkan sarana dan prasarana serta segala sesuatu yang 
diperlukan yang berkenaan dengan penerapan/tindaklanjut 
Peraturan Daerah tersebut; dan 

d.	 melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemangku 
kepentingan lainnya yang dipandang perlu dalarn rangka 
pelaksenaan Peraturan Daerah dimaksud. 

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan mi sepanjang 
berkenaan dengan peJaksanaan Peraturan Daerah dimaksud diatur 
lebih lanjut oleh masing-masing Pimpinan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, 

Keputusan ini mulai berJaku pacta tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadekan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal ~o- '0- 2014 

GUBERNUR LAMPUNG, 

TembuS8n: 
1. Menteri Daiam Negeri RI di Jakarta; 
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung; 
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung; • 
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung; 
6. Masing-masing Kepala SKPD yang bersangkutan. 

Research
Rectangle
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR: G/ ler /B.III/HK/2014 
TANGGAL : ,flO - rQ - 2014 

PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 

•
 

•
 

NO NAMAPERDA SKPD ~ 

1 2 3 4 

1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Biro Keuangan Setda 
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Provinsi Lampung 
dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 
2014 

2 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Biro Organisasi Setda 
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Provinsi Larnpung 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan 
Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah Provinsi Lamnunz 

3 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Biro Organisasi Setda 
Tahun 2014 tentang Kedua Atas Peraturan Provinsi Lampung 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 
2009 tcntang Organisaei dan Tatakerja 
Provinsi Lampung 

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Biro Organisasi Setda 
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Provinsi Lampung 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan 
Tatakeria Dinas Daerah Provinsi Lampunz 

5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Biro Organisasi Setda 
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Provinsi Lampung 
Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tatakerja Lernbaga Lain 
sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Provinsi Lamnung 

6 Peraturan Daerah Provinai Lampung Nomor 6 Bappeda 
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Mencngah Daerah (RPJMD) Provinsi 
Larnp'urrg T'ah'uri 2015-2019 

7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Biro Keuangan Setda 
Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Provinsi Lampung 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 
2013 

8 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Biro Keuangan Setda 
Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Provinsi Lampung 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Lampung Tahun 2014 

9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Biro Keuangan Setda 
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Provinsi Lampung 
dan Belanja Daerah Provinsi Larnpung Tahun 
2015 
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•
 

•
 

10 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
10 Tahun 2014 tentang Penyuluh Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
11 Tahun 2014 tentang Mobilitas Pangan 
Strateaie Daerah 

Badan Koordinasi 
Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan 
Kehutanan Provinsi 
Lamoun~ 

Badan Ketahanan 
Pangan Daerah 
Provinsi Lamnunz 

11 

12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
12 Tahun 2014 tentang Optimalisasi 
Pemanfaatan Surnberdaya Kelautan dan 
Perikanan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian 
Kerugian Daerah 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
14 Tahun 2014 tentang Penerimaan 
Sumbanzan Pihak Ketiza keoada Daerah 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
15 Tahun 2014 tentang Penambahan 
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi 
Lampung dalam Bentuk saham pada PT. 
Lampung Jasa Utama, PT. Wahana Rahardja 
dan PT. Asuransi Banzun Askrida 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
16 Tahun 2014 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Provinsi 
LampungkeLuarNe"eri 
Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 
17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu 
Ibu IASn Eksklusif 

Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi 
Lampung 

L Inspektorat Provinsi 
Lampung 

2. Biro Keuangan 
Setda Provinsi 
Lemeunz 

Dinas Pendapatan 
Provinsi Lampung 

L Biro Keuangan 
Setda Provinsi 
Lampung 

2. Biro Perekonornian 
Setda Provinsi 
Lampung 

Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 
Provinsi Lampung 

Dinas Kesehatan 
Provinsi Lampung 

13 

14 

15 

16 

17 

18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
18 Tahun 2014 tentang Pendidikan Wajib 
Belaiar 12 (dua belasl Tahun 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
19 Tahun 2014 tentang Pengaturan 
Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus 
untuk Angkutan Hasil tambang dan hasil 
Perusahaan Perke hunan 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
20 Tahun 2014 tentang Pengendalian 
Pencemaran Udara 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
21 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
22 Tahun 2014 tentang Pengeloldan Daerah 
Aliran sungai (DAS) Terpadu Provinsi 
Lampung 

Dinas Pendidikan 
Provinsi Lampung 

1. Dinas Bina Marga 
Provinsi Lampung 

2. Dinas Perkebunan 
Provinsi Lampung 

3. Dinas 
Pertambangan dan 
Energi Provinsi 
Lampung 

Badan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
Daerah Provinsi 
Lamoun~ 

Dinas Pengairan dan 
Pennukiman Provinsi 
Lamnunz 
Dinas Kehutanan 
Provinsi Lampung 

19 

20 

21 

22 
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• 

I 23 

24 

25 

r6 

27 

28 

19 

30 

31 

32 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah 

Peraturan Daerah Provinei Lampung NOm~inaS Kehutanan 
23 Tahun 2014 tentang Rehabilitasi Hutan 
dan Lahan Kritis 
Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 
24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
25 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Kearsipan 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
26 Tahun 2014 tentang Biaya 
Penyelanggaraan Haji Daerah 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
27 Tahun 2014 tenlang Arsitektur Bangunan 
Gedung Berornamen Lampung 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
28 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Panas I dan p Energi Provinsi 
Bumi 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air tanah 

Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 
30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Provinsi Lampung 

Dinas Sosial Provinsi 
Lampung 

Badan pengelolaan 
Perpustakaan, Arsip 
dan Dokumentasi 
Daerah Provinsi 
Lampung 
I. Biro	 Bina Mental 

Setda Provinsi 
Lampung 

2.	 Kantor Wilayah 
Kementerian Agama 
Provinsi Lampung 

Dinas Pengairan dan 
Permukiman Provinsi 
Lampung 
Dinas Pertambangan 

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Dinas Pendapatan 
31 Tahun 2014 tentang Perubahan Alas I Provinsi Lampung 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2L 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Lam ung __ 
Dinas PertambanganI
dan Energi Provinsi I 
Larnounz __ 
Dinas Peternakan dan 
Kesehatan Hewan 
Provinsi Lampung 

Dinas Pendapatan \ 
Provinsi Lampung I 

PUNG. 
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